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ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan
Bersama, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah in adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il di
Kalimantan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-
Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah berubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan, Peraturan Pemerinatah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Partai Politik, Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang
Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di
Wilayah Provinsi, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 17/PMK.07/2021 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) dan Dampaknya, Keputusan Gubernur Kalimantan
Barat Nomor 721/BKAD/2021 tentang Pemberian Bantuan Keuangan
Khusus Kepada Pemeintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3



CATATAN

Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah
Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2021, dan
Peraturan Bupati Sambas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Bupati Sambas Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Bupati Sambas Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Peraturan Daerah ini memuat perubahan APBD Kabupaten Sambas
Tahun Anggaran 2021 , berupa perubahan Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021 semula sebesar 1.851.822.782.596
bertambah sebesar Rp. 158.007.748.906 sehingga menjadi Rp.
2.009.830.531.502.

Peraturan Daerah terdiri dari 12 Pasal.
Peraturan Daerah ini ini mulai berlaku pada tanggal 4 Oktober 2021.



